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Abstract. Research on the impact of political budget cuts on the development of political education
programmes aims to see how budget cuts affect the quality and sustainability of these programmes.
The research study was conducted using the literature method. The results show that the reduction
of the political budget has a huge impact on the development of political education programmes.
Direct impacts include a reduction in the number and quality of trainings and political education
materials available, resulting in a decline in the quality of the programme. In addition, budget
shortfalls also affect the political participation of the public, especially the younger generation, who
become less informed and engaged in the political process. Furthermore, this reduction may hinder
the formation of competent and experienced future political leaders, potentially harming the
country’s political life in the long run. Therefore, it is important for policy makers to find solutions
so that political education can still run optimally despite budget constraints.
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Abstrak. Penelitian tentang dampak pengurangan anggaran politik terhadap
pengembangan program pendidikan politikal bertujuan untuk melihat lebih jauh
pemotongan anggaran mempengaruhi kualitas dan keberlanjutan program tersebut.
Kajian penelitian yang dilakukan menggunakan metode literatur. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Pengurangan anggaran politik sangat berdampak sekali pada
pengembangan program pendidikan politik. Dampak langsungnya termasuk
berkurangnya jumlah dan kualitas pelatihan serta materi edukasi politik yang tersedia,
yang mengakibatkan penurunan kualitas program tersebut. Selain itu, kekurangan
anggaran juga mempengaruhi partisipasi politik masyarakat, terutama generasi muda,
yang menjadi kurang terinformasi dan terlibat dalam proses politik. Lebih jauh lagi,
pengurangan ini dapat menghambat terbentuknya pemimpin politik masa depan yang
kompeten dan berpengalaman, sehingga berpotensi merugikan kehidupan politik negara
dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penting bagi pengambil kebijakan untuk mencari
solusi agar pendidikan politik tetap dapat berjalan optimal meski anggaran terbatas.
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Pendidikan Politikal.
Pendahuluan

Program pendidikan politikal merupakan bagian penting dari upaya untuk
menciptakan masyarakat yang sadar dan aktif dalam kehidupan politik. Program ini
bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan partisipasi politik warga
negara, yang pada akhirnya dapat memperkuat demokrasi. Secara umum, pendidikan
politik mencakup segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau organisasi non-
pemerintah dalam meningkatkan pemahaman politik warga negara melalui pendidikan
formal dan non-formal (Lee, 2022).

Pendidikan politik adalah proses yang bertujuan untuk membekali individu
dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam
kegiatan politik secara aktif dan efektif. Proses ini mencakup pembelajaran tentang
struktur dan fungsi pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, mekanisme
partisipasi politik, dan isu-isu politik kontemporer (Jackson, 2022). Melalui pendidikan
politik, individu diajarkan untuk memahami sistem politik di negara mereka, mengenali
aktor-aktor politik utama, serta mengembangkan kemampuan kritis untuk menilai
kebijakan dan tindakan pemerintah. Pendidikan politik dapat disampaikan melalui
berbagai media, termasuk pendidikan formal di sekolah, kursus-kursus khusus, kampanye
publik, diskusi masyarakat, dan platform digital (Tesfay, 2022).

Pendidikan politik memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun
demokrasi yang kuat dan berkelanjutan. Dengan pengetahuan politik yang memadai,
warga negara dapat berpartisipasi secara lebih aktif dan bertanggung jawab dalam proses
politik, baik melalui pemilihan umum, diskusi kebijakan, ataupun kegiatan advokasi. Hal
ini pada gilirannya dapat meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas pemerintah, karena
pemimpin politik akan lebih responsif terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang
sadar dan kritis (Lopez, 2019). Selain itu, pendidikan politik juga dapat membantu
mengatasi apatisme politik dan meningkatkan kohesi sosial, dengan membuat individu
lebih sadar akan pentingnya peran mereka dalam menjaga dan memajukan sistem
demokrasi. Pendidikan yang baik juga akan mengurangi risiko radikalisme dan
eksklusivitas politik dengan mempromosikan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan
penghormatan terhadap keberagaman (Thompson, 2022).

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah negara, termasuk Indonesia,
menghadapi tantangan dalam pengalokasian anggaran untuk program-program terkait
politik dan pendidikan politikal. Beberapa faktor penyebab pengurangan anggaran ini
antara lain adalah prioritas anggaran yang beralih ke sektor lain seperti kesehatan dan
infrastruktur, serta tekanan ekonomi yang membuat pemerintah harus melakukan

penghematan di berbagai sektor (Nguyen, 2022).
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Penurunan anggaran politik dapat berdampak serius pada pengembangan dan
penerapan program pendidikan politikal. Dampak pengurangan anggaran ini tidak hanya
terlihat dalam rendahnya kualitas dan kuantitas program yang diselenggarakan, tetapi
juga dalam kemudahan akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam program
tersebut. Selain itu, berkurangnya dana bisa menyebabkan penurunan dalam pelatihan
bagi pendidik dan fasilitator, minimnya bahan edukasi yang berkualitas, dan terbatasnya
kampanye kesadaran publik mengenai pentingnya pendidikan political (Marchal, 2022).

Melihat pentingnya pendidikan politikal dalam membangun demokrasi yang sehat
dan kuat, pengurangan anggaran di sektor ini memerlukan perhatian khusus. Tidak bisa
dipungkiri bahwa pendidikan politikal yang baik dapat membantu mengatasi apatisme
politik, meningkatkan keterlibatan warga sejak usia muda, serta membangun pemahaman
yang lebih baik mengenai pentingnya partisipasi dalam proses demokratis. Karena itu,
sangat penting untuk mengkaji lebih mendalam tentang dampak pengurangan anggaran
politik terhadap pengembangan program pendidikan politikal. Studi ini bertujuan untuk
menganalisis bagaimana pengurangan anggaran mempengaruhi efektivitas dan
keberlanjutan program pendidikan politikal, serta mencari strategi terbaik dalam

mengelola anggaran yang lebih efisien tanpa mengorbankan kualitas pendidikan politikal.

Metode Penelitian

Kajian pada penelitian ini menggunakan metode literatur. Metode penelitian
literatur adalah pendekatan yang melibatkan pengumpulan dan analisis informasi yang
sudah ada dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, tesis, laporan
penelitian, artikel, dan dokumen lainnya. Metode ini bertujuan untuk memahami,
mengevaluasi, dan mensintesis pengetahuan yang telah dikembangkan sebelumnya di
bidang tertentu guna memperoleh pemahaman yang mendalam atau landasan teoritis
yang kuat untuk penelitian lebih lanjut (Jesson et al., 2011); (Rossi et al., 2004). Peneliti
biasanya mengidentifikasi topik atau pertanyaan penelitian spesifik, mencari literatur
relevan, mengevaluasi kualitas dan kredibilitas sumber, kemudian menganalisis informasi
yang ditemukan untuk mengidentifikasi pola, tren, kesenjangan, atau konflik dalam
literatur yang ada. Hasil dari penelitian literatur ini dapat digunakan untuk merumuskan
hipotesis baru, mengembangkan kerangka konseptual, atau merancang penelitian empiris
tambahan (Silverman, 2015).

Hasil dan Pembahasan
Hubungan antara Anggaran dan Program Pendidikan Politikal

Anggaran adalah salah satu faktor terpenting dalam keberhasilan program
pendidikan politik. Alokasi dana yang memadai memungkinkan penyelenggaraan
berbagai kegiatan edukatif seperti seminar, workshop, diskusi panel, kampanye

kesadaran, dan pelatihan khusus. Tanpa sumber daya finansial yang cukup, program-
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program ini mungkin tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal atau bahkan tidak dapat
diselenggarakan sama sekali (Aziz, 2022). Oleh karena itu, pemerintah, organisasi non-
pemerintah, dan institusi lainnya perlu memastikan adanya anggaran yang memadai
untuk mendukung segala inisiatif pendidikan politik.

Distribusi anggaran yang merata merupakan kunci untuk menjangkau seluruh
lapisan masyarakat. Program pendidikan politik harus dinikmati oleh semua orang tanpa
memandang latar belakang ekonomi, sosial, atau geografis. Misalnya, sekolah-sekolah di
daerah pedesaan atau terpencil sering kali mendapatkan porsi anggaran yang lebih kecil
dibandingkan dengan daerah perkotaan, sehingga pembelajaran politik mereka mungkin
tidak sekomprehensif di daerah lain. Alokasi dana yang adil dapat membantu mengatasi
ketimpangan ini dan memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan untuk
mendapatkan pendidikan politik yang kualitasnya setara (Jones, 2022).

Dengan anggaran yang cukup, institusi pendidikan politik dapat mengembangkan
materi yang komprehensif dan relevan sesuai dengan kebutuhan zaman. Ini termasuk
pembuatan buku teks, modul pelatihan, alat bantu audiovisual, serta platform digital
untuk pembelajaran jarak jauh. Dana yang memadai juga memungkinkan pelatihan dan
pengembangan pengajar agar mereka lebih siap dan kompeten dalam menyampaikan
materi pendidikan politik yang berkualitas (Hernandez, 2022).

Anggaran juga diperlukan untuk pengukuran dan evaluasi efektivitas program
pendidikan politik. Melalui survei, studi kasus, dan metode evaluasi lainnya, para
penyelenggara dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program mereka. Umpan
balik yang diperoleh akan bermanfaat untuk melakukan penyesuaian dan peningkatan
program di masa depan. Aktivitas evaluasi ini membutuhkan sumber daya finansial yang
tidak sedikit tetapi sangat krusial untuk memastikan program yang berjalan menghasilkan
dampak yang signifikan dan berkelanjutan (Oliveira, 2022).

Ketersediaan anggaran yang memadai juga mendorong kolaborasi dan kemitraan
antara berbagai pihak seperti lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, akademisi,
serta institusi internasional. Kolaborasi ini penting untuk memperkaya konten pendidikan,
membagikan praktik-praktik terbaik, serta memperluas jangkauan dan dampak program
pendidikan politik. Dengan dukungan dana bersama, pendidikan politik dapat
diselenggarakan lebih luas dan lebih variatif, menjangkau lebih banyak individu dengan
berbagai latar belakang (Tanaka, 2018).

Anggaran yang cukup memungkinkan adanya inovasi dalam metode pembelajaran
pendidikan politik. Misalnya, penggunaan teknologi digital seperti e-learning, aplikasi
pendidikan, atau media sosial dapat membuat pendidikan politik lebih menarik dan
interaktif. Selain itu, penggunaan metode pembelajaran yang kreatif seperti simulasi,
permainan peran, dan proyek berbasis komunitas dapat meningkatkan partisipasi dan
pemahaman peserta didik. Semua inovasi ini akan menambah efektivitas pendidikan
politik, membuatnya lebih relevan dan menjangkau audiens yang lebih luas (Miiller, 2022).
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Salah satu kendala dalam program pendidikan politik adalah keberlanjutan.
Program sering kali dimulai dengan semangat dan dukungan finansial yang besar tetapi
lambat laun kehilangan momentum karena anggaran yang menurun atau prioritas yang
bergeser. Komitmen untuk menyediakan anggaran secara berkelanjutan sangat penting
agar program pendidikan politik tidak hanya bersifat sementara tetapi dapat terus
diberikan dan ditingkatkan dalam jangka panjang, memastikan bahwa generasi demi
generasi mendapatkan keuntungan dari pendidikan politik (Russo, 2022).

Anggaran yang efektif untuk pendidikan politik memiliki dampak langsung pada
peningkatan kesadaran politik dan partisipasi warga negara. Program pendidikan politik
yang dibiayai dengan baik dapat menciptakan warga negara yang lebih kritis,
berpengetahuan, dan aktif dalam proses demokrasi. Hal ini akan meningkatkan kualitas
demokrasi dan tata kelola pemerintahan karena warga negara yang sadar dan terdidik
akan lebih siap untuk terlibat dalam diskursus politik, menuntut akuntabilitas, dan
memilih pemimpin yang kompeten (Garcia, 2022). Investasi dalam pendidikan politik
melalui anggaran yang memadai akhirnya merupakan investasi dalam fondasi sebuah

negara yang demokratis dan stabil.

Dampak Pengurangan Anggaran Politik Terhadap Pendidikan Politikal

Pengurangan anggaran politik telah menjadi topik perdebatan yang hangat dalam
dunia politik dan pendidikan. Pengalokasian dana yang lebih sedikit untuk kegiatan-
kegiatan politis sering kali dianggap tidak signifikan oleh sebagian kalangan. Namun,
pemotongan ini dapat membawa dampak yang cukup besar terhadap pendidikan politikal,
yang pada akhirnya mempengaruhi partisipasi dan kesadaran politik Masyarakat
(Mustonen, 2022).

Salah satu dampak utama dari pengurangan anggaran politik adalah terhadap
kurikulum pendidikan, khususnya di sekolah-sekolah dan universitas. Pendidikan politik
sering kali menjadi bagian dari kurikulum yang didanai oleh pemerintah atau badan
terkait. Pengurangan anggaran dapat mengakibatkan pengurangan dalam materi
pelajaran, seminar, serta workshop yang mendukung pendidikan politik. Kurikulum yang
tidak memadai mengakibatkan generasi muda kurang mendapatkan pengetahuan dasar
tentang sistem politik, hak-hak warga negara, serta proses-proses demokratis (Yamamoto,
2022).

Selain kurikulum, kualitas pendidikan secara keseluruhan bisa terpengaruh.
Sekolah dan lembaga pendidikan mungkin kesulitan untuk mengadakan kegiatan
ekstrakurikuler seperti debat politik, simulasi pemilu, atau kunjungan ke lembaga-
lembaga pemerintah. Program-program ini merupakan cara efektif untuk
memperkenalkan siswa kepada dunia politik praktis. Berkurangnya frekuensi atau kualitas
dari aktivitas-aktivitas tersebut dapat menghambat berkembangnya wawasan dan minat
siswa terhadap politik (Kim, 2022).
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Pengurangan anggaran juga dapat menghambat upaya untuk meningkatkan
kesadaran politik di kalangan masyarakat umum. Pendidikan politik yang efektif tidak
hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga melalui kampanye-kampanye kesadaran publik,
diskusi-diskusi terbuka, dan penyebaran informasi yang tepat. Dengan anggaran yang
dipotong, usaha-usaha ini bisa jadi kurang optimal, mengakibatkan masyarakat kurang
terinformasi dan kurang tertarik terhadap isu-isu politik (Zhang, 2022).

Partisipasi politik merupakan salah satu indikator utama dari keberhasilan
pendidikan politikal. Ketika pendidikan politik tidak memadai, masyarakat mungkin saja
menjadi apatis atau kurang berpartisipasi dalam proses demokratis seperti pemilu.
Kurangnya partisipasi politik dapat mengakibatkan pemerintahan yang kurang
representatif dan bervariasi, merugikan proses demokrasi itu sendiri (Brown, 2022).

Generasi muda adalah kelompok yang paling rentan terhadap dampak dari
pengurangan anggaran politik. Mereka adalah calon pemimpin masa depan yang
memerlukan pemahaman mendalam tentang politik untuk mengambil alih tanggung
jawab pemerintahan di masa depan. Tanpa pendidikan yang memadai, mereka mungkin
tidak akan siap untuk menghadapi tantangan-tantangan politik yang kompleks (Johnson,
2020).

Pengurangan anggaran politik juga dapat memperparah ketimpangan sosial.
Pendidikan politik yang terbatas cenderung lebih mempengaruhi kelompok-kelompok
kurang mampu yang bergantung pada pendidikan publik. Kelompok-kelompok elit yang
memiliki akses ke pendidikan politik privat akan semakin mendominasi panggung politik,
sementara suara-suara dari masyarakat marjinal akan semakin tersisih (Green, 2017).

Secara keseluruhan, pengurangan anggaran politik dapat membawa sejumlah
dampak negatif terhadap pendidikan politikal. Dari segi kurikulum hingga partisipasi
publik, pengurangan dana ini bisa menghambat perkembangan dan penyebaran
pengetahuan politik yang esensial bagi keberlangsungan demokrasi. Oleh karena itu,
mempertahankan atau bahkan meningkatkan anggaran untuk pendidikan politik
seharusnya menjadi salah satu prioritas utama bagi pemerintah dan badan terkait. Hanya
dengan pendidikan politik yang kuat, masyarakat bisa menjadi lebih sadar, partisipatif,
dan siap untuk berkontribusi secara positif dalam proses demokratik.

Penyebab Dan Konsekuensi Dari Pengurangan Anggaran Politik Terhadap Pendidikan
Politikal

Salah satu penyebab utama pengurangan anggaran politik yang dialokasikan untuk
pendidikan politik adalah krisis ekonomi. Ketika pemerintah menghadapi penurunan
pendapatan dan peningkatan pengeluaran dalam sektor-sektor yang lebih mendesak
seperti kesehatan dan kesejahteraan sosial, anggaran untuk pendidikan politik sering kali
dipangkas. Ketidakstabilan ekonomi ini memaksa pemerintah untuk menilai kembali

prioritas pengeluaran mereka (Singh, 2022).
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Dalam banyak kasus, kurangnya keinginan politik dari para pemimpin untuk
menginvestasikan dana dalam pendidikan politik juga menjadi alasan signifikan
pengurangan anggaran. Pendidikan politik mungkin tidak selalu dianggap sebagai
prioritas utama dibandingkan isu-isu lain yang lebih mendesak atau yang lebih
menguntungkan secara politis bagi para pemimpin saat pemilu (Smith, 2021).

Anggaran negara harus dibagi di antara berbagai sektor, termasuk infrastruktur,
kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Ketika sektor lain dianggap lebih membutuhkan dana
segera atau lebih banyak memberikan keuntungan politik, pendidikan politik bisa dengan
mudah kehilangan alokasi anggaran yang layak. Selain itu, resultatan pendidikan politik
sering kali tidak seketika terlihat, sehingga kurang menarik bagi pengambil Keputusan
(Williams, 2022).

Situasi politik yang tidak stabil atau tegang kerap kali berujung pada pengurangan
anggaran untuk pendidikan politik. Hal ini bisa disebabkan oleh pergantian pemerintahan
yang terlalu sering, konflik internal, atau tantangan keuangan yang memaksa pemerintah
untuk lebih memfokuskan pada keamanan dan stabilitas nasional.

Salah satu konsekuensi utama dari pengurangan anggaran pendidikan politik
adalah menurunnya tingkat partisipasi politik dari warga negara. Ketika masyarakat tidak
memiliki pendidikan yang memadai tentang sistem politik dan pentingnya partisipasi,
mereka cenderung menjadi apatis dan tidak berpartisipasi dalam proses demokrasi seperti
pemilihan umum dan diskusi publik. Dengan anggaran pendidikan politik yang
berkurang, masyarakat mungkin tidak mendapatkan informasi yang benar dan cukup
tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Ketidaktahuan ini bisa
menyebabkan salah pengertian tentang proses politik, hukum, dan peran pemerintah, yang
dalam jangka panjang merusak kualitas demokrasi (Petrova, 2022).

Demokrasi yang sehat membutuhkan pemilih yang terinformasi, kritis, dan
partisipatif. Pengurangan anggaran untuk pendidikan politik menghambat proses ini,
yang pada akhirnya merusak integritas dan efektivitas sistem demokrasi. Keputusan yang
diambil oleh pemilih yang kurang teredukasi mungkin tidak selalu berdasarkan
pertimbangan yang matang, tetapi lebih pada emosi atau informasi yang tidak akurat (Lee,
2022).

Pendidikan politik yang tidak memadai juga dapat menyebabkan hilangnya
kesempatan bagi individu untuk berkembang menjadi pemimpin yang efektif dan
berpengetahuan. Ini berarti bahwa masa depan politik negara dapat mengalami
kelangkaan pemimpin berkualitas yang mampu mengambil keputusan yang tepat dan
berlandaskan pada pemahaman politik yang mendalam (Jackson, 2022).

Secara keseluruhan, pengurangan anggaran politik terhadap pendidikan politik
memiliki dampak yang signifikan dan jangka panjang terhadap kualitas demokrasi dan

partisipasi masyarakat. Pemerintah perlu menilai kembali prioritasnya dan menyadari
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pentingnya pendidikan politik dalam membangun masyarakat yang sadar politik dan

demokratis.

Kesimpulan

Pengurangan anggaran politik memiliki dampak signifikan terhadap
pengembangan program pendidikan politik. Sebagai dampak langsung, pemotongan
anggaran ini sering kali menyebabkan terbatasnya sumber daya yang tersedia untuk
menjalankan program-program edukasi politik, termasuk pengurangan jumlah pelatihan,
seminar, atau workshop yang mampu diselenggarakan. Selain itu, kualitas materi dan
sumber daya pengajar juga dapat menurun karena dana yang lebih sedikit untuk
melakukan penelitian dan pengembangan metode pengajaran yang efektif.

Selain dampak langsung pada pelaksanaan program, pengurangan anggaran juga
memiliki efek jangka panjang terhadap partisipasi politik masyarakat. Dengan terbatasnya
program pendidikan politik, masyarakat—terutama generasi muda—menjadi kurang
terinformasi dan kurang termotivasi untuk terlibat dalam proses politik. Kurangnya
pendidikan politik membuat masyarakat kurang memahami pentingnya partisipasi aktif
dalam politik dan demokrasi yang sehat, sehingga berisiko menurunkan angka partisipasi
pemilih dan keterlibatan dalam kegiatan politik lainnya.

Lebih jauh lagi, penurunan kualitas pendidikan politik dapat menghambat
terbentuknya calon-calon pemimpin masa depan yang kompeten dan memahami
dinamika serta kebutuhan politik yang kompleks. Hal ini berpotensi merugikan kehidupan
politik jangka panjang negara, karena pemimpin yang kurang terdidik dalam aspek
politikal mungkin tidak mampu mengambil keputusan yang bijak dan visioner. Oleh
karena itu, penting bagi pengambil kebijakan untuk mempertimbangkan dampak jangka
panjang ini dan mencari alternatif solusi agar program pendidikan politik tetap dapat

berfungsi secara optimal meski menghadapi pemotongan anggaran.
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